KA BELITUNG

¥ . PEMERINTAH PROVINSI urun;‘; *:;umnﬂ DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAD GKA

WILAYAH KABUPATIEE 557 17) 92138

3 4 : | ]
' e Jl Ahmad Yam (Jalur Dua) Te
——— SUNGAILIAT
DAERAH
BADAN KEUA.NGA'N
LAKSANA TEKNIS G

PUTUSAN KEPALA UNIT PE
e PROVINSI KEPULAUAN BANGKA B%ITU
WILAYAH KABUPATEN BANG

NOMOR 188 4/ 0F /UPT-BNK/BAKUDA /2022
TENTANG

HAN
PENETAPAN AGEN PERUBA AN DAERAH

G
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

WILAYAH KABUPATEN BANGKA

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANG%H DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA EE.‘:LITUN
WILAYAH KABUPATEN BANGKA,
akan salah satu unsur penung dalam

Menimban a. bahwa Agen Perubahan merup | i _
¢ 5 pﬂmba_ngina_n Zona Integntas Menuju Wﬂayal: Beﬁaﬁa dann Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayan (WBBM); .

bahwa Agen Perubahan pada Unit Pelaksana 'I_'ckms wﬂlar{i

Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung \Wilaye

' : ; .h ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Kabupaten Bangka telanh ditetap T

Pelaksana Teknmis Badan Keuangan Daerah Provinsi
Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor
188.4/19.b/UPT-BNK/BAKUDA /2020 tanggal 2 Juli 2020;

¢. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat Struktural Eselon
[V di lingkungan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Wilayah Kabupaten Bangka, Keputusan Kepala Unit Pelaksana
Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor 188.4/19 b/UPT-
BNK/BAKUDA/2020 tanggal 2 Juli 2020 dipandang tidak relevan
lagn dengan kondisi kepegawaian saat ini sehingga perlu dicabut dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah

Kabupaten Bangka;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Mengingat L.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Z
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah keduakalinya terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 9679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten 1S1pli
. nerin: tang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndnntgia Tagun

2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran N ‘ .
Nomor 5135); cgara Republik Indonesia
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